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ABSTRAK 

 

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bertentangan 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) disebut dengan perkawinan di bawah umur. 

Salah satu pertimbangan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan adalah bahwa perkawinan usia anak dalam berbagai aspek mempengaruhi secara 

negatif seperti dari aspek perlindungan, aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan bahkan 

lingkungan sehingga dirancanglah amandemen untuk menghindari perkawinan pada usia 

anak-anak. Perubahan batas minimal usia perkawinan yang terjadi pada tahun 2019 ini jelas 

menjadi dampak bagi para pelaku dan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur. Terutama 

saat segala persiapan acara sudah siap. Kemudian beberapa hari sebelum acara perkawinan 

terlaksana, terjadi perubahan batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala KUA 

kecamatan Cipaku dan 4 orang pegawai KUA. Selain wawancara, teknik pengumpulan data 

juga di lakukan melalui observasi dan dokumentasi. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa dokumen-dokumen resmi yang berada di KUA dan berkaitan seperti, akta nikah, surat 

keterangan pernikahan, surat penolakan pernikahan, surat izin pernikahan (dispensasi). Data- 

data ini dikaji menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi di kecamatan Cipaku 

sebagai lokasi penelitian ini, dimana kecamatan tersebut menjadi daerah tertinggi dalam kasus 

pernikahan di bawah umur sehingga peneliti berusaha mengamati kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang serta perilaku masyarakat sekitar, memotret peristiwa dan kejadian yang 

kemudian dijadikan pusat perhatian untuk mengumpulkan data - data yang berkaitan dengan 

masalah yang peneliti bahas, kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk 

deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas. Selain dari data primer, peneliti juga 

memperoleh data sekunder dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan di 

bawah umur. Terutama praktik nikah di bawah umur di kecamatan Cipaku. Teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan teori kesadaran hukum dan teori ketaatan hukum.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sikap KUA terhadap praktik nikah 

di bawah umur pada awal periode penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Pertama, sikap yang diambil KUA Cipaku yaitu sikap yang menunjukkan ketaatan mereka 

terhadap hukum. Tetapi dalam kondisi tertentu terutamanya kondisi masyarakat, pihak KUA 

juga harus menunjukkan sikap keadilannya demi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, 

pihak KUA memperbolehkan para pasangan untuk tetap melakukan acara pernikahan 

dihadapan mereka sesuai rencana, namun secara administrasi pencatatan perkawinan (buku 

nikah) tidak disediakan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir terjadinya 

keributan dan kerugian para pihak maupun masyarakat. Kedua, sikap yang dilakukan pihak 

Kantor Urusan Agama (KUA) tetap memberikan rekomendasi untuk mengajukan 

permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama bagi para pasangan yang mendaftar beberapa 

sebelum dan sesudah terjadinya perubahan undang-undang batas usia minimal menikah. 

Kemudian sikap-sikap yang di ambil oleh para pihak itu semua di dasarkan pada argumen dan 

dasar hukum yang berupa faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor sikap hakim.   

 

 

Kata Kunci : Kantor Urusan Agama, Pernikahan di bawah umur, Paska Perubahan 
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ABSTRACT 

 

Marriages carried out by a man and a woman that conflict with the provisions of Law 

Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 article 7 paragraph 

(1) are called underage marriages. One of the considerations for the amendment to Law 

Number 1 of 1974 concerning Marriage is that child marriage in various aspects affects it 

negatively such as from the aspects of protection, health, education, social, and even 

environmental aspects so that an amendment is designed to avoid marriage at a young age. 

child. The change in the minimum age limit for marriage that occurred in 2019 has clearly 

had an impact on the perpetrators and parents of those who engage in underage marriages. 

Especially when all the preparations for the event are ready. Then a few days before the 

wedding took place, there was a change in the minimum age limit for marriage as stated in 

Law Number 16 of 2019 concerning changes to Law Number 1 of 1974. 

This research is research with an empirical juridical approach. The data used in this 

research was obtained through several data collection techniques, namely: interviews, 

observation and documentation. Interviews were conducted with the head of the Cipaku sub-

district KUA and 4 KUA employees. Apart from interviews, data collection techniques are 

also carried out through observation and documentation. The documentation in this research 

is in the form of official documents that are at the KUA and are related, such as marriage 

certificates, marriage certificates, marriage rejection letters, marriage licenses (dispensations), 

report documents and statistics. This data was studied using qualitative methods with a 

descriptive research type, namely research that describes a symptom of an event that occurred 

in the Cipaku sub-district as the location of this research, where the sub-district is the area 

with the highest number of cases of underage marriage so the researcher tries to observe the 

written words or words from people and the behavior of the surrounding community, 

photographing incidents and happenings which are then used as the center of attention to 

collect data related to the problem the researcher is discussing, then describing them as they 

are in the form of descriptions that provide a clear picture. The theories used in research use 

legal awareness theory and legal obedience theory. These two theories are a unit that is 

related to research because in reality obedience to the law is different from other social 

obedience, obedience to the law is an obligation that needs to be carried out and if not, 

sanctions will arise. Apart from primary data, researchers also obtained secondary data from 

several scientific works related to underage marriage. Especially the practice of underage 

marriage in Cipaku sub-district. 

The results of this research show that there were two KUA attitudes towards the 

practice of underage marriage at the beginning of the implementation period of Law Number 

16 of 2019. First, the attitude taken by the Cipaku KUA was an attitude that showed their 

obedience to the law. However, under certain conditions, especially community conditions, 

the KUA must also show its attitude of justice for the benefit of society. Therefore, the KUA 

allows couples to continue holding the wedding ceremony in front of them as planned, but 

administratively the marriage registration (marriage book) is not provided directly. This is 

done to accommodate commotion and losses for the parties and the community. Second, the 

position taken by the Office of Religious Affairs (KUA) continues to provide 

recommendations to apply for dispensation to the Religious Court for couples who registered 

several times before and after the change in the law on the minimum age limit for marriage. 

Then the positions taken by the parties are all based on arguments and legal grounds in the 

form of juridical factors, sociological factors and the judge's attitude factors. 

 

 

Keywords: Office of Religious Affairs, Underage Marriage, Post-Change. 
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HALAMAN MOTTO 

 

"Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan 

merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."  

-  Imam Syafi'I - 

 

 

 

“Hidup tidak pernah mudah. Ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kewajiban yang 

harus dipenuhi - kewajiban terhadap kebenaran, keadilan, dan kebebasan.”  

- John F. Kennedy – 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan 

tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ث

 ث

 

Śā' Ṡ  es (dengan titik atas) 

 Jim J Je ج

 Hā' H{ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Khā' Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Źal Z|     Żet (dengan titik di ذ

atas) 

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan Ye ش

 Şād S{   Es (dengan titik di atas) ص

 Dād D    De (dengan titik di atas) ض

 Tā' T{    Te (dengan titik di atas) ط

 Zā' Z{    Zet (dengan titik di atas) ظ
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 Ayn …„…   Koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em و

ٌ Nūn N En 

ٔ Waw W We 

ِ Hā' H Ha 

 Hamzah …‟… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

 Ditulis Mawaddah دةَّٕيََ

 Ditulis Jahannam وٌََِّ جَ

 

Ta’ Marbūṭ ah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan maka ditulis h 

 

َ كْ حِ
 Di  Ditulis Ḥ   ikmah يت

 Di  Ditulis „Ill  ah ةلَّعِ

 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal 

aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al serta bacaan kedua itu terpisah maka di tulis 

dengan h 

 ءايَلِوْلأ̊ة̊ماَركََ
Ditulis Karā  mah al-auliyā‟ 
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3. Bila ta‟marbūṭ ah hidup atau dengan harkat fatḥ ah, kasrah dan ḍ ammah ditulis t 

atau h 

Ditulis     Zakāh al-fíṭ رطْفلِْا ةاكزََ ri 

 
Vokal Pendek 

 لَ

ـَ

 عَ فَ 

 

F Fatḥ ah 
   Ditulis 

       

   Ditulis 

A 

 

fȃ ‟ala 

ـَ

 ركَِذ̊ 

 

   Kasrah 
    Ditulis 

 

    Ditulis 

I 

 

Zukira 

ـَ

 هَ ذيَْ 

 ب̊

 

Ḍ   Dommah 
 

   Ditulis 
U 

 

Yażhabu 

 
Vokal Panjang 

 

Fathah + Alif 

 

 لفََ

Ditulis 

 

Ditulis 

Ā 

 

F            a   lȃ  

Fathah + ya‟mati 

 

 ىسنْ تَ

Ditulis 

 

Ditulis 

Ā 

 

tansȃ  

Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

ْ فِ صْيم.ثَ Ditulis Tafsîl 

Ḍammah + wawu mati 
 

 صْٕل˚ ˚ا

Ditulis u 
 

uṣ ûl 
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Vokal Rangkap 

Fatḥ ah + ya‟ mati 

 ىاِيحَْ زلُّا

Ditulis 

 

Ditulis 

ai 

 

az-zuḥ ailī 

Fathah + wawu mati 

 

 ةلَودَّْ لا

Ditulis 

 

Ditulis 

au 

 

ad-daulah 

 
Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 

 Ditulis a‟antum متْ̊.نْأَأَ

 Ditulis u‟iddat دَّت عِ أ̊

 تْر̊كَْ شَ  نْ ئِلَ
Ditulis la‟in syakartum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan sebagai awal mula terciptanya kehidupan bermasyarakat, 

yakni rumah tangga. Dari rumah tangga inilah dapat menghasilkan generasi 

penerus, serta dari rumah tanggalah tata kehidupan dan norma agama 

bermasyarakat bisa ditegakkan dan dibentuk.
1
 

Akan tetapi untuk menjalankan suatu perkawinan tidaklah mudah, 

terdapat beberapa persyaratan. Baik persyaratan secara fisik, mental ataupun 

secara hukum. Seperti telah memiliki kesiapan dewasa dalam segi jiwa raganya. 

Kemudian kemantapan dalam memilih calon pasangan, agar masing-masing 

calon dapat menilai dan mempertimbangkan apakah calon pasangan tersebut 

cocok atau tidak untuk dijadikan pasangan hidupnya.  

Sejumlah perencanaan perlu dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan 

supaya memperoleh hasil yang baik, seperti para pihak menikah secara 

sukarela. 

 

                                                           
1 Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", cet. ke-5 (Jakarta: 

Prenad Media Group, 2017).hlm.1 
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Rencana berikutnya ialah usia yang cukup bagi para pihak atau calon 

pengantin agar dapat melaksanakan perkawinan.
2
 

Dalam Islam, batas usia perkawinan tidak ada aturan yang menjelaskan 

terkait batas usia baik dalam kitab Al Qur‟an ataupun sunnah, hanya saja 

menyebutkan bahwa seseorang yang telah baligh dapat menikah/dinikahkan.3 

Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4:6) : 

َْآْ اِسْرَافًا  ْٕ َٔنَا تَأْكُهُ ُٓىْ ۚ  َٕانَ ِٓىْ اَيْ ْْٕٓا اِنَيْ ُٓىْ رُشْدًا فَادْفَعُ ُْ ََسْتُىْ يِّ ٌْ اٰ َٔابْتَهُٕا انْيَتًٰٰى حَتّٰىْٓ اِذَا بَهَغُٕا انُِّكَاحَۚ فَاِ

ُٓىْ  َٕانَ ِٓىْ اَيْ ْٔفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُىْ اِنَيْ ًَعْرُ ٌَ فَقِيْرًا فَهْيَأْكُمْ بِانْ ٍْ كَا َٔيَ ٌَ غَُِيًّا فَهْيَسْتَعْفِفْ ۚ  ٍْ كَا َٔيَ ْٔا ۗ  ٌْ يَّكْبَرُ َّٔبِدَارًا اَ

ِّ حَسِيْبًا َٔكَفٰى بِانهّٰ ِٓىْ ۗ  ْٔا عَهَيْ ِٓدُ  فَاَشْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan 

janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan 

(janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. 

Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan 

diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka 

bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila 

kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan 

saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. (QS. An-Nisa 4:6). 

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa individu boleh menikah saat dia telah 

mempunyai usia yang cukup untuk melakukan pernikaahan ataupun bisa 

dikatakan bahwa perkawinan individu bisa dilaksanakan saat dia telah dewasa 

                                                           
2Ita Sofianingrum, “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam 

Prespektif HAM dan Perlindungan Anak” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan 

Hukum, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).hlm.2. 

 

3 Ary Ardila, “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di bawah Umur,” 

Al-Hukama Volume 4, No. 2 (Desember 2014): 328. 
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maupun baligh. Tidak terdapat pemaparan secara lebih rinci dalam kitab Fiqh 

Mazahib al-Arba‟ah terkait batas umur seseorang boleh menjalankan 

pernikahan. Saat membicaraan syarat calon istri ataupun suami yang hendak 

menikah, ulama‟ empat mazhab tidak membatasi secara konkrit mengenai batas 

usia berdasarkan hukum Islam. 

Oleh karena itu, Indonesia membuat ketentuan mengenai batas umur 

minimal pernikahan, seperti yang ditentukan pada Undang-Undang terbarunya 

yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan 

dapat diperbolehkan bila antara pihak suami dan istri sudah mencapai minimal 

usia 19 tahun.
4
 

Hal ini juga menurut keperluan masyarakat Indonesia serta menjadi solusi 

untuk batas umur yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Penentuan batasan 

minimal usia untuk menikah termuat pada Undang-Undang Perkawinan 

menerangkan secara otentik tujuan serta alasan ditetapkannya pembatasan 

tersebut ialah dalam pemaparan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

mengenai perkawinan, dimana dalam penjelasan umum angka empat huruf d 

dan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut yaitu terkait dengan 

tujuan nasional serta tujuan yang berkaitan yakni perlu kedewasaan yang 

dikenal sebagai masak secara raga ataupun jiwa dalam pernikahan serta lebih 

                                                           
4 “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. 
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tingginya angka kelahiran nasional yang disebabkan oleh pernikahan di bawah 

umur.
5
 

Sejumlah alasan di atas berdampak pada tujuan juga maksud 

ditetapkannya ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan 

yakni menciptakan perkawinan yang kekal dan baik, menekan lajunya angka 

kelahiran nasional, memperoleh keturunan yang sehat dan baik, serta menjaga 

kesehatan suami istri.
6
Pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang wanita dan 

seorang pria yang melanggar ketetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 angka 

(1) disebut dengan perkawinan di bawah umur.  

Lalu bagaimana dengan pasangan yang masih di bawah umur untuk 

menikah karena suatu hal yang mendesak? Perkawinan bagi pasangan tersebut 

dapat dilakukan dengan cara memberikan pengajuan dispensasi nikah. 

Dispensasi nikah yaitu calon pengantin yang belum mencapai usia 

minimum meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk menikah dengan 

melalui persidangan. Pelaksanaan dispensasi nikah ini dicantumkan pada Pasal 

7 angka (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, oleh karena itu 

                                                           
5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

 

6 Salmah Fa‟atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Menikah dalam UU No. 1 

Tahun 1974 Dengan Multiperspektif,” Yudisia Vol. 6, No.2, (Desember 2015): 437. 



 

5 
 

 

penikahan di usia anak diizinkan dengan cara memohon dispensasi nikah ke 

Pengadilan Agama.
7
 

Pada awalnya, batas minimal usia perkawinan ialah 16 tahun bagi 

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 

7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “perkawinan bisa 

dilangsungkan jika wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun dan pria sudah  

berusia 19 (sembilan belas) tahun”, aturan ini menimbulkan adanya pernikahan 

di bawah umur bagi perempuan, karena jika melihat pada Pasal 1  (1) Undang-

Undang 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 

terkait Perlindungan Anak, anak ialah orang yang usianya belum menginjak 18  

tahun, salah satunya yang masih berada dalam kandungan. 

Timbulnya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk 

berkeluarga dikarenakan adanya perbedaan usia minimum perkawinan antara 

perempuan dan laki-laki mengakibatkan seperti yang dimuat pada Pasal 28B (1) 

UUD Tahun 1945, namun juga berdampak pada perlindungan dan perwujudan 

hak-hak anak yang dijamin oleh Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945. Mengenai ini, saat umur minimum menikah bagi wanita lebih rendah dari 

pada pria, maka sah bagi wanita untuk memulai sebuah keluarga lebih cepat.
8
 

                                                           
7 M.Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan 

Perlindungan Anak di Indonesia,” Jurnal Hawa Vol 1, No 2 (Desember 2019): 272.  

 

8 M.Abdussalam Hizbullah. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan 

Perlindungan Anak di Indonesia.” Jurnal Hawa Vol 1, No 2 (Desember 2019): 272.  

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
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Amandemen Undang-Undang Nomor 1 terkait Perkawinan pada tahun 

1974, ialah menaikkan usia menikah untuk wanita. Dengan demikian, usia 

minimal menikah untuk pria ataupun wanita ialah sama, yakni 19 tahun. Usia 

ini dinilai bisa menikah baik secara fisik maupun psikologis.
9
 

Salah satu pertimbangan terjadinya amandemen Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 terkait Perkawinan adalah bahwa perkawinan usia anak dalam 

berbagai aspek mempengaruhi secara negatif. Seperti dari aspek perlindungan, 

aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan bahkan lingkungan sehingga 

dirancanglah amandemen untuk menghindari perkawinan pada usia anak-anak. 

Akan tetapi, dengan adanya amandemen UU No. 1 tahun 1974 terkait 

usia minimal untuk menikah tidak mengurangi pelaku perkawinan di bawah 

umur berkurang bahkan bertambah dikalangan masyarakat, khususnya 

masyarakat Kecamatan Cipaku. Perkawinan tersebut dianggap hal yang biasa 

terjadi. Kecamatan Cipaku merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Ciamis dengan kasus pernikahan di bawah umur tertinggi pada tahun 2019-

2022.
10

 Sehingga kecamatan tersebut menjadi objek utama peneliti dalam 

melakukan penelitian.  

Separuh dari pernikahan yang dilaksanakan tersebut ada yang tidak 

melakukan pencatatan di KUA Kecamatan Cipaku, maka banyak ataupun 

                                                           
9 Amandemen Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 1974. 

 

10 Hj. Yeyen selaku Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Ciamis. 
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sedikitnya pernikahan di bawah umur di kecamatan Cipaku tidak bisa dipahami 

secara pasti jumlah totalnya, namun terdapat sebagian dari pernikahan tersebut 

pun yang dicatat. Hal tersebut dapat dianggap bahwa pernikahan di bawah 

umur sebagai sebuah kejadian yang tidak terlihat jelas ataupun tersembunyi 

bahkan para pihak yang bersangkutan cenderung menutupinya.  

Dengan adanya dispensasi nikah yang disediakan atau disiapkan oleh 

pemerintah sebagai jalan keluar atau solusi dari sebuah problematika yang 

terjadi pada anak yang berusia remaja di kalangan masyarakat kecamatan 

Cipaku justru dijadikan wadah untuk menikahkan anak-anak mereka yang 

usianya masih di bawah usia minimal perkawinan. Alasan yang sering diajukan 

agar dispensasi nikah tersebut diterima adalah karena pergaulan yang bebas dan 

khawatir terjadinya perzinahan yang dapat menyebabkan kehamilan diluar 

nikah. 

Batas minimal usia perkawinan yang berubah pada tahun 2019 ini jelas 

menjadi dampak bagi para pelaku dan orang tua pelaku pernikahan di bawah 

umur. Terutama saat segala persiapan acara sudah siap. Kemudian beberapa 

hari sebelum acara perkawinan terlaksana, terjadi perubahan batas usia minimal 

perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 terkait 

perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.  

Perubahan tersebut jelas harus dilaksanakan secara serentak. Lalu 

bagaimana dengan para pelaku perkawinan yang berusia 17-18 tahun yang akan 

menikah beberapa hari setelah terjadinya perubahan batas usia perkawinan, 
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apakah mereka diharuskan mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu hingga 

surat penetapan dispensasi nikah terbit dan membatalkan segala persiapan acara 

yang sudah siap atau mereka para calon pengantin yang berusia 17-18 tahun 

tersebut diberi keringanan oleh instansi yang bersangkutan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berminat dalam mengadakan 

penelitian yang judulnya: “Sikap Hukum Kua Terhadap Praktik Nikah Di 

Bawah Umur Pada Awal Periode Penerapan Undang Undang No. 16 Tahun 

2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis akan membuat rumusan 

beberapa masalah berikut ini :  

1. Bagaimana Kantor Urusan Agama Cipaku menyikapi permohonan 

pencatatan perkawinan pasangan yang wanitanya berusia di atas usia 

minimum sebelum perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan ? 

2. Apa dasar dan argumen hukum Kantor Urusan Agama dalam menyikapi 

permohonan perkawinan yang diajukan pasangan yang wanitanya berusia di 

atas usia minimal sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan penelitian: 

Berikut ini tujuan dalam penelitian ini yakni : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Kantor Urusan Agama Cipaku 

dalam menyikapi permohonan perkawinan pasangan yang wanitanya 

berusia di atas usia minimal sebelum perubahan Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisa dasar dan argumen hukum Kantor 

Urusan Agama dalam menyikapi permohonan perkawinan yang 

diajukan pasangan tersebut. 

 

2. Kegunaan penelitian: 

a. Kegunaan penelitian ini bagi pribadi atau peneliti yaitu sebagai tugas 

akhir peneliti untuk mendapatkan gelar Magister Hukum serta sebagai 

sumbangsih kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. 

b. Kegunaan penelitian bagi masyarakat, terutama masyarakat kecamatan 

Cipaku yaitu untuk memberikan pandangan dan wawasan baru 

mengenai hukum serta akibat dari perkawinan di bawah umur bagi 

masyarakatnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai perkawinan dini sudah sangat sering dibahas oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis ataupun 
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karya ilmiah lainnya. Namun, praktek perkawinan dini yang masih marak 

terjadi pasca berlakunya perubahan batas minimal usia perkawinan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU No. 1 Tahun 

1974 masih sedikit ditemukan secara khusus dalam bentuk tesis. Terutama 

dalam efektif atau tidaknya, terutama pada awal terjadinya perubahan Undang-

Undang tersebut. Tulisan Hardiyanti Alimuddin menjadi langkah awal peneliti 

dalam penelitian mengenai kasus perkawinan di bawah umur. 

Menurut Hardiyanti Alimuddin, perkara masalah pengajuan dispensasi 

menikah di Pengadilan Agama dilatar belakangi sejumlah faktor yakni faktor 

budaya, faktor rendahnya pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor pergaulan 

bebas, faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan faktor minimnya 

kesadaran orang tua atas pentingnya suatu pendidikan. Faktor hamil diluar 

nikah menjadi faktor permohonan yang paling banyak ialah pengajuan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama
11

. 

Adapun Pertimbangan Hakim di pengadilan Agama dalam menolak 

ataupun menerima pengajuan dispensasi nikah yakni tidak terdapat larangan 

pernikahan antara pasangan calon suami isteri, diketahui dari aspek 

kelengkapan persyaratan administrasi, serta mengarah kepada UU No. 35 

Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada pasal 26 angka (1) huruf C dan 

                                                           
11 Hardiyanti Alimuddin. “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene 

(Telaah Maqasid Syariah).” Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Pascasarjana 

UIN Alauddin, 2022 
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tetap memperthitungkan aspek kemaslahatan saat menolak maupun menerima 

pengajuan dispensasi kawin.  

Aspek kemaslahatan tersebut berlandaskan pada prinsip memelihara 

keturunan (hifzh nazl), yang mana jika pernikahan dilaksanakan usiaanya belum  

cukup dikhawatirkan bisa memberi pengaruh pada keturunannya tersebut tidak 

mempunyai kualitas sebab mental calon pengantin yang kurang siapuntuk 

menjalani bahtera rumah tangga dan kesehatan reproduksinya belum siap. 

Namun, dengan melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang 

mendesak artinya sudah menyelamatkan anak yang dikandung serta keputusan 

pengadilan ini menciptakan kemaslahatan untuk kedua mempelai tersebut.
12

 

Adapun sejumlah cara untuk mencegah adanya pernikahan anak di 

bawah, yaitu: dengan upaya menasehati baik dari segi sosial maupun 

pendalaman spiritual. Karena jika ditinjau dari segi psikologi keluarga Islam 

melakukan pencegahan perkawinan anak di bawah umur termasuk upaya untuk 

melindungi anak dari berbagai macam bahaya terutama dalam hal kesehatan.  

Sehingga anak memiliki waktu lebih lama untuk menyiapkan dirinya 

dalam membina rumah tangga dari segi fisik maupun psikis. Adapun 

pencegahan perkawinan anak di bawah umur dari segi spiritual/agama ini 

merupakan bentuk penolakan terhadap kemafsadatan, antara lain melanggar 

                                                           
12 Hardiyanti Alimuddin, “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene 

(Telaah Maqasid Syariah)” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, 

Pascasarjana UIN Alauddin, 2022). 
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perintah Allah maupun aturan negara.
13

 Tak hanya itu dengan terjadinya 

perkawinan di bawah umur, ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yakni 

agar menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sedangkan, pernikahan 

usia banyak terjadi kemadharatan dibanding kemaslahatan.
14

 

Penelitian selanjutnya mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur. 

Menurut RD. A. Faqih Al Kamili akibat hukum dari perkawinan anak di bawah 

umur dapat dilihat 2 perspektif, yaitu: UU no. 16 Tahun 2019 mengenai 

Perkawinan dan Perspektif Hukum Islam, Pertama, dalam pandangan Islam 

memang tidak ditemukan akibat hukum pada anak yang menikah di bawah 

umur, yang terpenting dari keuda mempelai tersebut telah mempunyai kesiapan 

untuk menikah, dan bisa memenuhi semua syaratnya.
15

 

 Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur dalam UUP ialah adanya 

penyimpangan usia anak yakni termuat pada Pasal 7 angka (1), beberapa hak 

anak yang tidak terpenuhi, maka pertumbuhkembangan akan menjadi tidak 

optimal dan berkurangnya akses anak untuk mengikuti pendidikan yang tinggi. 

Kemudian juga sempitnya untuk mempeorleh pekerjaan yang otomatis 

                                                           
13 Imroatul Mufidah, “Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari 

Psikologi Keluarga Islam dan Maslahah Mursalah” (Tesis, Tulung agung, Pascasarjana IAIN 

Tulungagung, 2020). 

 

14 Sri Rahayu, “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan Implikasinya terhadap 

Kehidupan Rumah Tangga.” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, 

Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018). 

 

15 RD. A. Faqih Al Kamili, “Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut 

Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”  
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menyebabkan kemiskinan, menyebabkan berkurangnya interaksi dengan teman 

sebayanya, resiko kematian terhadap ibu dan anak serta menimbulkan lebih 

tingginya laju kelahiran, dan bisa menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah 

tangga.
16

 

Adapun usaha mengatasi pernikahan di bawah umur berlandaskan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perspektif Hukum Islam, 

diantaranya menurut hukum Islam yakni, dengan berusaha untuk menegakkan 

hukum syariat Islam dalam sistemnya supaya menghindarkan anak dari 

perbuatan merugikan serta menjaga hak-hak anak dalam akibat adanya 

perkawinan di bawah umur di masyarakat. 

Undang-Undang Perkawinan antara lain pemerintah mengadakan 

pembinaan serta sosialisasi untuk masyarakat terkait cara mencegah pernikahan 

di bawah umur, bahaya seks bebas serta pernikahan tidak tercatat untuk 

terciptanya generasi bangsa yang lebih baik.
17

 

Penelitian selanjutnya mengenai penerapan perubahan peraturan batas 

usia pernikahan terhadap perkawinan di bawah umur. Setiap perubahan pasti 

akan memiliki implementasi, tetapi kita dapat melihat sejauh mana 

implementasi tersebut. Terutama implementasi terkait perubahan peraturan 

                                                           
16 Ahmad Jazuli, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan"  

 

17 RD. A. Faqih Al Kamili, “Akibat Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut 

Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”  
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pembatasan umur menikah terhadap kesadaran masyarakat juga terhadap 

fluktuasi jumlah angka pernikahan di bawah umur. Implementor kebijakan 

dalam hal ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan memastikan tidak ada 

lagi perkawinan anak yang saat terjadi Pengadilan tidak memberikan kawin, di 

samping itu pemerintah pun berpartisispasi menolong terutama lewat sejumlah 

program sampai sosialisasi dan pendidikan terkait bahaya perkawinan anak.
18

 

Akan tetapi, ada juga masalah yang timbul setelah perubahan UU No. 1 Tahun 

1974 terkait perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat 

khsusunya ialah bertambahnya jumlah pengajuan dispensasi kawin.  

Solusi untuk permasalahan yang timbul atas berubahnya undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi 

Sumatera Barat yakni dengan memberi pendekatan persuasif serta nasihat 

terhadap anak agar tidak melangsungkan pernikahan pada di bawah umur, serta 

apabila hal demikian dinilai belum bisa diterima oleh anak tersebut, maka 

disarankan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin. Hasilnya pun 

sesuai dengan putusan Pengadilan Agama setempat.
19

 

Perkawinan yang dilakukan pada di bawah umur (<18 tahun) memang 

masih umum dilakukan di negara berkembang, stressor sosio budaya 

                                                           
18 Nahdiyanti, Ahyuni Yunus & Nurul Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas 

Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 

2, No. 1 (2021). 

 

19 Sri Yunarti, Nur Afni Oktavia, Mori Oktaviani, “Problematika Usia Perkawinan Pasca 

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan 

Agama di Provinsi Sumatera Barat,” eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman Vol 6, No 2 (2021),  
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merupakan pendukung utama dari pengambilan keputusan praktik ini. Temuan-

temuan ini menunjukkan bahwa hukum yang membatasi usia perkawinan 

belum ditegakkan secara maksimal, bahkan program yang berhubungan dengan 

kesehatan reproduksi belum berjalan dengan baik.  

Kemudian dibutuhkan upaya di masyarakat untuk mengubah norma-

norma yang mendukung praktik perkawinan di bawah umur pada generasi 

muda. Program-program ini diperlukan untuk mengurangi pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan dan menghasilkan peningkatan 

kesehatan reproduksi bagi semua perempuan di negara berkembang.
20

 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menekankan praktek-praktek yang 

ada di masyarakat terkait dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perspektif 

Hukum Islam. Penelitian lainnya juga telah membahas tentang peningkatan 

permohonan dispensasi yang didorong oleh berbagai faktor. Namun, belum 

banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang secara 

khusus mengkaji sikap hukum para pegawai Kantor Urusan Agama terhadap 

praktik perkawinan di bawah batas usia minimal.. Penelitian yang berfokus 

pada praktik yang ada di masyarakat diantaranya dilakukan oleh Sri Rahayu, 

Ahmad Jazuli, RD. A. Faqih Al Kamili, Sri Yunarti. Sri Rahayu dalam 

penelitiannya yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan 

                                                           
20 Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, Andari Wuri Astuti, “Pengalaman Perkawinan Dini 

di Negara Berkembang: Scoping Review (Experience of Early Marriage In Developing 

Countries: Scoping Review),” journal.umbjm Vol. 4 No. 2 (2021). 
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Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga” menjelaskan, terjadinya 

perkawinan di bawah umur, ini tidak berdasarkan tujuan perkawinan yang mana  

tujuan pernikahan ialah agar membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

21
 

Sedangkan, banyak terjadi kemadharatan dalam perkawinan di bawah 

umur dibanding kemaslahatan. Sejalan dengan Sri Rahayu, Ahmad Jazuli dalam 

penelitiannya yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif 

Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 

Tahun 1974 terkait Perkawinan” menjelaskan, sejumlah hak anak yang tidak 

terpenuhi bisa menyebabkan berkurangnya akses anak terhadap pendidikan 

setinggi mungkin serta tumbuh kembang anak tidak optimal 
22

. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh RD. A. Faqih Al Kamili yang judulnua “Akibat 

Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam 

dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 

mengenai perkawinan” menjelaskan dengan melakukan upaya menegakkan 

hukum syariat Islam pada sistemnya supata mempertahankan hak-hak anak 

serta mencegah anak dari tindakan yang merugikan karena adanya perkawinan 

di bawah umur di masyarakat. Selanjutnya penelitian oleh Sri Yunarti yang 

                                                           
21 Sri Rahayu, “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan Implikasinya terhadap 

Kehidupan Rumah Tangga.” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, 

Yogyakarta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018). 

 

22 Ahmad Jazuli, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Tesis, Malang, UIN Malang, 2021). 
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judulnya “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi 

Sumatera Barat” menjelaskan salah satu cara yang bisa diadakan untuk 

permasalahan yang timbul setelah berubahnya undang-undang no. 1 tahun 1974 

mengenai perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat 

yakni dengan memberi pendekatan persuasif serta nasihat terhadap anak agar 

tidak melangsungkan pernikahan pada di bawah umur, serta apabila hal 

demikian dinilai  belum bisa diterima oleh anak, maka disarankan agar 

memohon dispensasi kawin dengan membawa berbagai persyaratan yang telah 

di tentukan oleh Pengadilan. 
23

 

Sedangkan penelitian yang berfokus pada efektivitas dilakukan oleh 

Hardiyanti Alimuddin, Imroatul Mufidah, Nahdiyanti. Hardiyanti Alimuddi 

dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama Majene” menjelaskan terjadinya perkara pengajuan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama dilatar belakangi sejumlah faktor yaki faktor ekonomi, 

faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor kemauan sendiri, 

faktor hamil diluar nikah, faktor budaya dan faktor kesadaran orang tua yang 

                                                           
23 Sri Yunarti, Nur Afni Oktavia, Mori Oktaviani, “Problematika Usia Perkawinan Pasca 

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan 

Agama di Provinsi Sumatera Barat",  eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman Vol 6, No 2 (2021).  
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rendah akan pentingnya suatu pendidikan.
24

 Sejalan dengan penelitian 

Hardiyanti Alimuddin, Imroatul Mufidah dalam penelitiannya yang judulnya 

“Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi 

Keluarga Islam dan Maslahah Mursalah” menjelaskan cara dalam mencegah 

pernikahan anak di bawah umur dapat diadakan dengan berbagai macam cara, 

yaitu: dengan upaya menasehati baik dari segi sosial maupun pendalaman 

spiritual. Karena jika ditinjau dari segi psikologi keluarga Islam melakukan 

pencegahan perkawinan anak di bawah umur termasuk upaya untuk melindungi 

anak dari berbagai macam bahaya terutama dalam hal kesehatan. 
25

 

Selanjutnya penelitian oleh Nahdiyanti yang judulnya “Implementasi 

Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah 

Umur” menjelaskan implementasi terkait perubahan peraturan batasan umur 

menikah terhadap kesadaran masyarakat juga terhadap fluktuasi jumlah angka 

pernikahan di bawah umur. Penerapan peraturan mengenai ini telah 

dilaksanakan secara baik dengan dipastikan tidak terdapat lagi perkawinan anak 

yang terjadi diberikan dispensasi dari Pengadilan, di samping itu pemerintah 

                                                           
24 Hardiyanti Alimuddin, “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene 

(Telaah Maqasid Syariah)” (Tesis Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, 

Pascasarjana UIN Alauddin, 2022). 

 

25 Imroatul Mufidah, “Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari 

Psikologi Keluarga Islam dan Maslahah Mursalah” (Tesis, Tulung agung, Pascasarjana IAIN 

Tulungagung, 2020). 
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pun berpartisispasi membantu, terutama melalui sejumlah program hingga 

sosialisasi serta pendidikan terkait bahaya perkawinan anak.
26

 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik yaitu mengidentifikasi sejumlah teori yang menjadi 

dasar pikiran dalam menjalankan sebuah penelitian ataupun bisa dikatakan 

untuk mmeberi gambaran kerangka referensi yang dipergunakan dalam 

mengkaji masalah. Gambaran yang difokuskan penulis adalah : 

 

1. Teori Kesadaran hukum 

Kesadaran hukum menurut KBBI yaitu kesadaran individu mengenai 

pengetahuan bahwa sebuah sikap tertentu ditetapkan oleh hukum.27 

Harapannya, kesadaran hukum pada titik tertentu bisa menekan individu 

untuk patuh serta menjalankan ataupun tidak apa yang diperintahkan 

maupun dilarang oleh hukum. Sehingga, peningkatan akan kesadaran hukum 

sebagai sebuah bagian penting dalam usaha untuk membentuk penegakan 

hukum. 

                                                           
26 Nahdiyanti, Ahyuni Yunus & Nurul Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas 

Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 

2, No. 1 (Januari 2021). 

 

27 Suharso, Retnonigsih Anna., "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Edisi Lux (Semarang: 

Widia Karya, 2005).hlm.23.. 
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Menurut Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” tercipta dalam 

perbuatan serta karenanya sebagai masalah penerapan untuk dikaji secara 

empiris. Bisa dikatakan kesadaran hukum ialah masalah “hukum sebagai 

perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”
28

 

Teori Kesadaran Hukum yaitu kesadaran diri sendiri tanpa paksaan, 

perintah, atau tekanan dari luar agar patuh terhadap hukum yang ada. Hukum 

tidak perlu menjatuhkan sanksi dengan berlangsungnya kesadaran hukum di 

masyarakat. Sanksi hanya akan dibeirkan pada masyarakat yang betul-betul 

terbukti melawan hukum. Hukum memuat larangan ataupun perintah. 

Hukum menginformasikan pada kita mana tindakan yang melanggar hukum 

yang dijika dilaksanakan akan diberi ancaman berbentuk sanksi hukum. 

Terhadap tindakan yang melanggar hukum tentunya dinilai melawan hukum, 

maka diberi ancaman hukuman.  

Harapannya dengan adanya kesadaran akan pentingnya membangun 

kesadaran masyarakat akan hukum inilah akan mendukung serta menjadikan 

masyarakat menjunjung tinggi aturan ataupun intitusi sebagai pemenuhan 

keperluan dalam menginginkan ketertiban ataupun ketaatan hukum. Fungsi 

juga peran membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat pada dasarnya 

melekat pada intitusi yang menjadi pelengkap masyarakat bisa diketahui 

dengan:  

                                                           
28 Ali Achmad, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang" (Jakarta: legisprudence Kencana, 

2009).hlm 511. 
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a. Stabilitas,  

b. Memberi kerangka sosial institusi berbentuk norma-norma,  

c. Memberi kerangka sosial terhadap sejumlah kebutuhan dalam 

masyarakat.
29

 

 

Berlandaskan pemaparan tersebut, maka pemenuhan hubungan dan 

kebutuhan antara institusi masyarakat ataupun institusi hukum mempunyai 

peran sebagai pranata dalam masyarakat. 

 

2. Teori Ketaatan hukum 

Ketaatan hukum terikat dengan kesadaran hukum, dan baiknya 

ketaatan hukum sebagai kesadaran hukum, dan ketidaktaatan sebagai ketidak 

sadaran hukum yang merupakan salah satu Interprestasi Undang-undang. 

Pernyataan ketaatan hukum perlu dipersandingkan sebagai sebab dan akibat 

dari ketaatan dan kesadaran hukum. Sebagai korelasi yang tidak bisa 

terpisahkan, maka sejumlah literatur yang dipaparkan oleh sejumlah pakar 

terkait ketaatan hukum sumbernya pada kesadaran hukum, hal demikian 

ditunjukkan dua macam kesadaran, yakni: 

a. Legal consciouness as within the law, Kesadaran hukum yang sesuai 

atau selaras dengan sistem hukum yang berlaku. Mengacu pada 

pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum dan sistem hukum 

                                                           
29 Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum" (Edisi Revisi: Citra aditya Bakti, 1991)., hlm.112 
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yang secara langsung sesuai dengan norma-norma dan aturan hukum 

yang ada. 

b. Legal consciouness as against the law, Kesadaran hukum yang berada 

dalam pertentangan atau berlawanan dengan hukum yang berlaku. 

Merujuk pada pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum yang 

mungkin tidak sesuai atau tidak sepenuhnya sejalan dengan norma-norma 

dan aturan hukum yang ada.
30

 . 

 

Di dalam realitanya ketaatan terhadap hukum berbeda dengan ketaatan 

sosial yang lain, ketaatan hukum sebagai kewajiban yang perlu dijalankankan 

serta jika tidak maka akan muncul sanksi, berbeda dengan ketaatan sosial, jika 

dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan maka yang menjadi penghakim ialah 

sanksi-sanksi sosial yang ada pada masyarakat. Sangatlah wajar jika ketaatan 

didalam hukum cenderung dipaksakan.
31

 Sebenarnya banyak masyarakat yang 

menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati serta sudah menyadari 

akan pentingnya hukum, baik itu dikarenakan dorongan secara rasional ataupun 

insting. Tetapai secara faktual, kesadaran tersebut tidak terbentuk dalam 

praktek yang nyata ataupun di kehidupan sehari-hari.  

                                                           
30 Ali Achmad, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang"., hlm 342. 

 

31 Ibid, hlm. 510 
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Dalam mengatasi ketimpangan antara kesadaran hukum dan praktek 

sehari-hari, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan hukum dan 

kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka. Selain itu, sistem 

peradilan yang efektif dan dapat diakses oleh semua orang juga penting untuk 

memastikan bahwa hukum dihormati dan ditaati secara merata dalam 

masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

Prosedur penelitian yang diterapkan peneliti pada penelitian ini yaitu: 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan pada tesis ini ialah field research atau 

penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan 

di sebuah lokasi ataupun tempat yang ditentukan guna menyelidiki ataupun 

meneliti suatu hal yang terdapat di tempat tersebut.32 Untuk menemukan 

fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, maka peneliti akan mengkaji 

kebiajakn hukum yang ada dan apa yang terjadi pada realitanya di 

masyarakat.33 

Penelitian inimenerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah masalah 
                                                           

32 Abdurahman Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi" (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006)., hlm. 96 

 

33 Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: 

Rieneka Cipta, 2012).hlm.126 
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peristiwa yang muncul di Kecamatan Cipaku sebagai lokasi penelitian ini, 

dimana peneliti berusaha mengamati kata-kata lisan maupun tertulis dari 

orang-orang serta perilaku masyarakat sekitar dan memotret peristiwa dan 

kejadian yang kemudian dijadikan pusat perhatian untuk menghimpun data - 

data yang terkait dengan masalah yang peneliti bahas, kemudian 

digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan 

suatu gambaran jelas. 

2. Sumber Data 

Sumber datanya dikelompokkan menjadi dua kategori utama yakni 

data sekunder dan data primer. 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber dan jenis data penelitian yang 

secara langsung tanpa melalui perantara, baik kelompok ataupun individu. 

Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Adapun data primer yang peneliti peroleh yaitu : 

1) Hasil wawancara  

Peneliti mendapatkan data dan informasi berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada kepala KUA 

dan beberapa pegawai KUA untuk terkait perspektif dan sikap mereka 

terhadap praktik perkawinan di bawah batas usia minimal, mengamati 

langsung kegiatan di Kantor Urusan Agama terkait dengan praktik 

pernikahan pasangan yang wanitanya berusia diatas usia minimal 
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sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, 

 

2) Dokumen Kantor Urusan Agama Cipaku. 

Dokumen ataupun arsip Kantor Urusan Agama Cipaku menjadi 

salah satu sumber data primer yang dapat dipergunakan pada 

penelitian. Dokumen mencakup berbagai jenis materi tertulis dan 

cetak, seperti Akta Nikah, Surat Keterangan Pernikahan, Surat 

Keterangan Cerai, Surat Izin Pernikahan (dispensasi), Dokumen 

Kegiatan Keagamaan, Laporan dan Statistik, Dokumen dan dokumen 

resmi lainnya. Penggunaan data primer dari dokumen melibatkan 

analisis dan interpretasi teks untuk mencari informasi yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian. 

Saat menggunakan data primer dari dokumen, peneliti 

memastikan validitas dan keabsahan dokumen yang digunakan. Hal ini 

dapat mencakup verifikasi sumber, memeriksa tanggal dokumen, dan 

mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut. Selain itu, peneliti 

memperhatikan kemungkinan bias yang mungkin muncul dalam 

dokumen, tergantung pada siapa yang menyusun atau menyimpan 

dokumen tersebut. 
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Dalam melakukan penelitian yang komprehensif, peneliti dapat 

menggunakan kombinasi data sekunder dan data primer. Data sekunder 

ialah data yang telah dihimpun oleh pihak lain dan kemudian dapat 

digunakan oleh peneliti untuk analisis mereka. Dengan menggunakan 

kedua jenis data ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih 

lengkap dan mendalam tentang masalah yang sedang mereka teliti. 

 

b. Data Sekunder 

Data ini dihasilkan ataupun dihimpun oleh peneliti dari sejumlah 

sumber yang ada, yang berbentuk bahan bahan hukum sekunder dan 

primer. Bahan hukum primernya ialah kompilasi undang undang yaitu no 

1 tahun 1974 dan hukum islam. Data ini dipergunakan dalam menunjang 

informasi primer yang sudah didapat yakni dari literatur, bahan pustaka, 

penelitian sebelumnya, buku, artikel ilmiah yang dipublikasikan di media 

massa dan jurnal ilmiah, serta laporan penelitian dan data yang 

diterbitkan oleh instansi pemerintah. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Peneliti memakai berbagai teknik dalam mengumpulkan data untuk 

mendapatkan suatu data tertentu, yakni:  

a. Wawancara 
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 5 informan 

diantaranya kepala Kantor Urusan Agama dan 4 Staff Administrasi. 

Dalam wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penanya 

harus sederhana dan mudah untuk dipahami. Peneliti dapat mencatat 

poin-poin jawaban yang berikan bahkan jika pelu merekam setiap 

pembicaraan yang dilontarkan oleh narasumber.34 

Peneliti tidak memotong atau memberi batasan jawaban kepada 

narasumber agar narasumber dapat memberikan jawaban dan pernyataan 

seluas-luasnya. Setelah berbagai pertanyaan terjawab oleh narasumber. 

Maka peneliti dapat menganalisa jawaban-jawaban tersebut. 

Dengan memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menyampaikan 

jawaban dan pernyataan dengan seluas-luasnya, peneliti dapat menggali 

lebih dalam informasi yang mungkin tidak terungkap jika ada batasan 

atau pembatasan dalam pertanyaan. Selain itu, pendekatan ini juga 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya 

dan nuansa yang lebih beragam mengenai topik penelitian. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai sebuah cara yang dapat dan dipakai dalam 

mendapat informasi serta data yang berbentuk arsip, buku, gambar, serta 

                                                           
34 Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data" (Jakarta: PT Gravindo Persada, 

2010).hlm. 49-50 
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tulisan angka yang berbentuk keterangan maupun laporan yang bisa 

dijadikan data pendukung penelitian.35 Dokumen yang dipergunakan 

dalam menghimpun data penelitian adalah data-data dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Cipaku, Undang-Undang, peraturan-peraturan, bahkan 

putusan-putusan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Ciamis. 

 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian mengacu pada pendekatan yuridis empiris, 

metode yuridis empiris sebagai metode “penelitian yang diadakan pada 

kondisi sebetulnnya yang ada di masyarakat maupun penelitian hukum yang 

melakukan kajian peraturan hukum yang ada dan kejadian nyatanya di 

msayarakat, yang tujuannya memperoleh sejumlah faktor yang digunakan 

sebagai data penelitian, lalu data tersebut dianalisa dalam melakukan 

identifikasi permasalahan yang nantinya mengarah pada pemecahan 

permasalahan”.
36

 

Penelitian ini peneliti ingin meneliti dan mengkaji alasan dan 

tanggapan petugas KUA kecamatan Cipaku menyikapi permohonan 

pernikahan pasangan yang wanitanya berusia diatas usia minimal sebelum 

                                                           
35 Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif,” Wacana 

Online Volume. XIII No. 2 (Juni 2014): 148.hlm. 178  

  

36 Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Hlm. 20-33. 
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perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dasar 

dan argumen hukum Kantor Urusan Agama dalam menyikapi permohonan 

perkawinan yang diajukan pasangan tersebut. 

 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti memakai metode 

analsisi deduktif. Analisis deduktif merupakan metode ilmiah dimana fakta-

fakta dianalisis dan diuraikan dengan teori-teori yang berlaku. Selanjutnya 

dicoba menarik kesimpulan untuk membuat saran yang memberikan 

manfaat. Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Kantor Urusan Agama 

kecamatan Cipaku menyikapi permohonan perkawinan yang pasangan 

dengan wanita berusia diatas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang- 

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dasar dan argumen hukum 

Kantor Urusan Agama dalam menyikapi permohonan perkawinan yang 

diajukan pasangan tersebut. 

 

G. Sistematika Bahasan 

Penelitian tesis ini dipaparkan dalam beberapa, penulisan dalam bab ini 

dimaksudkan untuk membuktikan kejelasan terkait dengan logika, kajian 

mengenai sikap hukum para pegawai Kantor Urusan Agama terhadap praktik 

perkawinan di bawah batas usia minimal.  
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi alasan mengapa kajian 

ini penting dan menarik untuk dilakukan, didalam bab ini juga dipaparkan 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di samping itu bab ini pun menjalaskan 

kajian kajian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu serta dilengkapi 

dengan kerangka teoritik dan metode penelitian. 

Bab kedua memaparkan secara umum terkait dengan perkawinan dalam 

perspektif peraturan perundang perundangan. Pada bab ini juga dipaparkan 

tentang ketentuan hukum dalam fiqih dan ketentuan undang-undang di 

Indonesia dengan mengerucut pada Perubahan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan UU no. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, 

bab ini akan menfokuskan pada ketentuan terkait dengan usia minimum 

perkawinan dan terkait permohonan dispensasi, di bab ini juga akan dijelaskan 

terkait konsep perlindungan anak. 

Bab ketiga memaparkan keadaan masyarakat kecamatan Cipaku 

Kabupaten Ciamis dan Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku yang meliputi 

keadaan geografis, keadaan penduduk, sarana dan prasarana tingkat pendidikan, 

keadaan sosial, agama dan ekonomi masyarakat sekitar, bab ini juga akan 

dipaparkan tentang profil Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku, dalam bab 

ini juga akan dipaparkan tentang praktek perkawinan di bawah umur yang 

dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku. 

Bab keempat memaparkan terkait sikap KUA kecamatan Cipaku dan 

argumen argumen hukum dalam penyelesain perkara permohonan percatatan 
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perkawinan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cipaku Paska Perubahan 

UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Bab ini juga memaparkan tentang praktek pengajuan oleh 

pasangan yang terjadi pada tahun 2019 akhir dan 2020 awal, di bab ini juga 

akan memaparkan sikap para pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan 

Cipaku dalam menyelsaikan merepon permohonan percatatan perkawinan oleh 

pasangan yang di bawah umur dalam mengikuti ketentuan undang-undang yang 

baru. 

Bab lima berisi penutup dari penulisan tesis ini. Bab ini mendeskripsikan 

tentang  kesimpulan dan saran-saran mengenai tesis ini, baik saran untuk 

penelitian tersebut ataupun untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam menghadapi pengajuan pencatatan perkawinan yang telah disusun 

sebelum perubahan peratutan dilaksanakan dalam Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019 KUA Kecamatan Cipaku mempertimbangkan sikap akomodasi 

dengan menerima pengajuan tanpa rekomendasinya terlebih dahulu ke 

Pengadilan Agama Ciamis. 

Tetapi, pasca ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pasangan yang 

hendak melaksanakan pernikahan saat umurnya belum mencapai batas minimal 

perkawinan berlandaskan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, KUA 

Kecamatan Cipaku menolak serta menyuruh mempelai untuk memohon 

dispensasi ke Pengadilan Agama Ciamis bila masih ingin melakukan 

pernikahan menurut rencana, ataupun meminta mereka menundanya hingga 

umur calon pengantin yang hendak menikah usianya telah cukup untuk 

menikah. 

Upaya dan sikap KUA Kecamatan Cipaku sebelum perubahan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019  tidak sesuai, namun setelah ditetapkan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019., hal tersebut sudah berdasarkan prosedur ketetapan 

hukum perncatatan pernikahan. Sehingga, sikap KUA Kecamatan Cipaku 

mengenai ini bukan hanya diketahui dari aspek implementasi hukum secara 
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tekstual, namun juga dari aspek kemanfaatan untuk kepentingan sejumlah pihak 

yang hendak mengasungkan perkawinan walaupun umurnya belum mencapai 

minimum perkawinan serta bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. 

 

B. Saran 

Saran ditunjukan kepada Kantor Urusan Agama Cipaku supaya 

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kecamatan Cipaku dan 

dilakukan monitoring kepada para penyuluh agar Undang-Undang. No 16 

Tahun 2019 bisa dimengerti dan dipahami oleh semua masyarakat kecamatan 

Cipaku serta harapannya dapat menurunkan pernikahan di bawah umur di KUA 

Cipaku. 
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